JAKSA TAHAN DUA ASN PEMKAB ACEH BARAT TERKAIT KASUS
KORUPSI PRODUKSI KEDELAI
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Sumber gambar: https://aceh.antaranews.com/berita/368347/jaksa-tahan-dua-asn-pemkab-aceh-barat-
terkait-kasus-korupsi-produksi-kedelai

Isi Berita:

Meulaboh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Aceh Barat melakukan penahanan
terhadap dua orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah
setempat berinisial TA dan JD, terkait dugaan tindak pidana korupsi program pengelolaan
produksi kedelai tahun anggaran 2016 lalu. “Kedua tersangka kita lakukan penahanan
selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Meulaboh, terhitung sejak
hari ini,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Siswanto kepada wartawan di
Meulaboh, Jumat.

Kedua oknum ASN ini sebelumnya diserahkan oleh penyidik Tindak Pidana
Korupsi Polres Aceh Barat, setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa
penuntut umum (JPU). Siswanto menyebutkan penahanan terhadap kedua tersangka
dilakukan agar memudahkan proses hukum yang sedang berjalan, dan memudahkan
proses persidangan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebelumnya, kata dia, kedua
ASN tersebut juga telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Aceh Barat terkait
kasus serupa.

Siwanto mengatakan kedua oknum ASN tersebut diduga terlibat dugaan tindak
pidana korupsi program pengelolaan produksi kedelai bersumber dari APBN 2016 yang
dikelola Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui anggaran tugas pembantuan
pada DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh.
Keduanya diduga terlibat melakukan pengumpulan uang dari kelompok tani yang
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menerima bantuan, guna selanjutnya membeli kebutuhan kelompok tani sesuai dengan
program yang ada.

Seharusnya, tindakan oknum ASN yang diduga mengumpulkan uang dari
kelompok tani tidak dilakukan, karena semua kebutuhan kelompok tani dalam mengelola
bantuan dari pemerintah, memang dibeli sendiri oleh petani. “Seharusnya tugas ASN ini
melakukan pengawasan dan memastikan kelompok tani menggunakan uang sesuai
ketentuan. Tapi kenyataannya, mereka malah mengumpulkan uang dari kelompok tani
setelah uang tersebut ditarik dari bank,” kata Siswanto.

Ada pun peran oknum JD dalam perkara tersebut diduga bertindak sebagai
penerima uang yang disetorkan oleh kelompok tani, dan kemudian yang sudah terkumpul
dari kelompok tani diduga disetorkan ke atasannya yaitu berinisial TA. TA yang
menerima uang tersebut diduga membelanjakan kebutuhan kelompok tani, dan diduga
telah menyalahi kewenangan nya.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh,
ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kerugian keuangan negara
mencapai Rp465 juta lebih. Dalam kasus ini, kedua tersangka yakni TA dan JD
disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 18 Ayat (1) huruf b
dari UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, kata
Siswanto.
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Catatan:
o Terkait kondisi diatas diatur pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi:

a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
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negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa, “Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang
selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum
secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu
buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;
dan

d. Pasal 18 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa, “pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag
diperoleh dari tindak pidana korupsi”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada:

a. Pasal 276 menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila pada
angka 3) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

b. Pasal 280 menyatakan bahwa pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 huruf ¢ berlaku sejak PNS ditahan;

c. Pasal 281 pada:

1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian
sementara;

2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa uang pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh
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persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum
diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa uang pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya
sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
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